














| F.PAN
| FKB Tetap
| F.PKS Tetap ]
F.BPD
F.PBR
L F.PDS Tetap Tetap _
1 187. ((2) Mahkamah Agung setiap tahun | F.PG Tidak ada perubahan
wajib menyusun rencana kerja | F.PDIP Tetap
dan anggaran Pengadilan| F.PD tetap |
Tindak Pidana Korupsi. F.PPP Tetap
F.PAN
F.KB Tetap
F.PKS Tetap
| F.BPD
’ F.PBR Mahkamah Agung setiap tahun
wajib menyusun rencana kerja
} dan  anggaran Pengadilan
} kejahatan Korupsi.
F.PDS Tetap Tetap
188. BAB VI | F.PG
} KETENTUAN PERALIHAN | F.PDIP Tetap
} ' F.PD tetap
| F.PPP Tetap
| F.PAN
| FKB Tetap
| F.PKS Tetap
F BPD
F.PBR ]
F.PDS Tetap Tetap
189. Pasal 36 F.PG
Pada saat Undang-Undang ini| F.PDIP Tetap
berlaku: F.PD tetap
| F.PPP Tetap
| | F.PAN |

L
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[ F.KB
F.PKS Dihapus Sudah disebutkan pada
pasal terdahulu
F.BPD
F.PBR
F.PDS Tetap Tetap
190. Pengadilan Tindak Pidana] F.PG Penghilangan  kata-kata BAB VIII
Korupsi pada Pengadilan sebagai berikut.  tindak KETENTUAN PERALIHAN
Negeri Jakarta Pusat vyang pidana; adalah; Jakarta
dibentuk berdasarkan Undang- Pusat. Pasal 36
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pada saat Undang-Undang ini
tentang Komisi Pemberantasan Penambahan kata-kata | berlaku:
Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : “tetap | a. Pengadilan Tindak Pidana
Pengadilan Tindak Pidana berfungsi sebagai” Korupsi pada Pengadilan
Korupsi Jakarta Pusat Negeri Jakarta Pusat yang
sebagaimana dimaksud dalam dibentuk berdasarkan
Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi
tetap berfungsi sebagai
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
F.PDIP Tetap
F.PD tetap
F.PPP Diubah a. Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang
dibentuk herdasarkan
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  adalah
Pengadilan Tindak Pidana
L Korupsi yang
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berkedudukan di lbu Kota
Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-

Undang ini.

F.PAN

F.KB

Penambahan kata "pada
Pengadilan Negeri” di
antara kata "korupsi” dan "
Jakarta”

a. Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat vyang
dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
adalah Pengadilan Tindak
Pidana  Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sebagaimana dimaksud
dalarn Undang-Undang ini.

F.PKS

Dihapus

Sudah  disebutkan

| pasal terdahulu

pada

F.BPD

F.PBR

Pengadilan kejahatan Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Jakana Pusat yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang

"Komisi Pemberantasan Tindak
' Pidana

Korupsi adalah
Pengadilan kejahatan Korupsi
Jakarta Pusat sebagaimana
dimaksud dalam  Undang-
Undang ini.

} F.PDS
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191. | b. Hakim Ad hoc pada| F.PG | lIstilah *hakim Ad hoc” |b. Hakim  Non Karir pada
Pengaditan Tindak Pidana disempurnakan  menjadi Pengadilan Tindak Pidana
. Korupsi—Pengaditan—Fingg; Hakim_Non Karier dan | Korupsi pada semua tingkat
dan Mahkamah Agung, adalah terjadi penyempurnaan peradian  yang  telah
Hakim Ad hoc sebagaimana kalimat. diangkat _ oleh kggﬁﬁgg
f}l:éz‘:-]sgu?ni dalam  Undang- Pasal 56 ayat (3} Undang-
. Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi,
tetap berfungsi mengadili
perkara  tindak  pidana
korupsi sebagaimana yang
dimaksud didalam Undang-
Undang ini.
F.PDIP Tetap |
| F.PD tetap
F.PPP Tetap
F.PAN
F.KB Dihapus
F.PKS Dihapus Sudah disebutkan pada
pasal terdahulu
| F.BPD
F.PBR Hakim Ad hoc pada Pengadilan
kejahatan Korupsi, Pengadilan
Tinggi, dan Mahkamah Agung,
adalah  Hakim  Ad hoc
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
F.PDS | Dihapus  karena  sudar
tertera dalam pasal 39
192, Pasal 37 F.PG Tidak ada perubahan
Sebelum terbentuknya Pengadilan | F.PDIP Tetap
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana| F PD tetap
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4: | F.pPppP Tetap
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[ FPAN |
F.KB Tetap
_ FPKS Dirubah Pasal 36 Perubahan pasal
Sebelum terbentuknya
Pengadilan  Tindak  Pidana
l Korupsi sebagaimana dimaksud
| dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
| FBPD |
FPBR | Pasal 37
Sebelum terbentuknya
Pengadilan kejahatan Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4
F.PDS [
193. | a. Pengadilan Tindak Pidana| F.PG Tidak ada perubahan i
Korupsi sebagaimana | F.PDIP | Tetap B
dimaksud dalam Pasal 36| FPD | tetap
huruf a, tetap berwenang| F.PPP Tetap _#‘
mengadili  tindak  pidana | F._PAN T
korupsi yang penuntutannya | F KB Tetap ] |
\ diajukan oleh Penuntut Umum ["F pKs Dirubah Pengadilan Tindak  Pidana | Pemberian wewenang
_ pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana | Pengadilan Tipikor pada
l . Korupsi; dimaksud dalam Pengadilan | Pengadilan Negen Jakarta
Tindak Pidana Korupsi padajPusat sebelum ierbentuk
Pengadilan  Negeri Jakarta | Pengadilan Tipikor didaerah-
Pusat yang dibentuk | daerah
berdasarkan Undang-Undang
Nomaor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi tetap
berwenang mengadili tindak
pidana korupsi yang
J penuntutannya diajukan oleh
Penuntut Umum pada Komisi | o
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T Pemberantasan Korupsi; ]
S —
""""" ] F.PBR Pengadilan kejahatan Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 36 huruf a, tetap
berwenang mengadili kejahatan
korupsi yang penuntutannya
diajukan oleh Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan
Korupsi;
F.PDS |
194. | b. Hakim Ad hoc pada Pengadilan | F.PG Tidak ada perubahan
Tindak Pidana Korupsi, | F.PDIP Tetap
Pengadilan Tinggi, dan| F.PD tetap | ]
Mahkamah  Agung, adalah | F.PPP Tetap ]
Hakim Ad hoc sebagaimana! F PAN
dimaksud  dalam  Undang-; F KB Tetap
Undang ini. | F.PKS
| F.BPD
F.PBR | Pengadian  Negeri  sesuai
dengan daerah hukumnya tetap
| berwenang mengadili kejahatan \
\ korupsi yang penunfutannya [
| diajukan oleh Penuntut Umum |
pada  kejaksaan Republik
Indonesia.
F.PDS
+ 195, Pasal 38 F.PG Tidak ada perubahan
' Sebelum Pengadilan Tindak Pidana | F.PDIP Tetap
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam | F.PD tetap
Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk, perkara { F PPP Tetap
tindak pidana korupsi yang ftelah| F PAN ]
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dilimpahkan atau vyang sedang| F.KB Tetap

diperiksa pada setiap tingkat F.PKS | Tetap

‘pemeriksaan dan peﬂimauamkembalg_l__r_apg__

diperiksa,  diadil, dan  diputus | F.PBR Pasal 38
berdasarkan ketentuan perundang- Sebelum Pengadilan kejahatan
undangan yang berlaku sebelum Korupsi sebagaimana

' Undang-Undang ini. | dimaksud dalam Pasal 3 dan
} Pasal 4 dibentuk, perkara
kejahatan korupsi yang telah |

/ dilimpahkan atau yang sedang

' diperiksa pada setiap tingkat
| pemeriksaan dan  peninjauan
kembali, diperiksa, diadili, dan
| diputus berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku  sebelum  Undang-
Undang ini.
| F.PDS Tetap Tetap
| 196. Pasal 39 _FPG Tidak ada perubahan
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ; F.PDIP Tetap
Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak | F.PD tetap
Pidana Korupsi yang telah diangkat| F PPP Diubah Pasal 30
sebelum berlakunya Undang-Undang ' Pada saat Undang-Undang ini

ini tetap bertugas sampal dengan berlaku, Hakim Karier dan

berakhirnya masa jabatan Hakim Ad Hakim Ad hoc Pengadiian

hoc vyang diangkat berdasarkan Tindak Pidana Korupsi yang

Undang-Undang im. r telah diangkat sebelum

' berlakunya Undang-Undang ini

tetap bertugas sampai dengan

‘| pengesahan Hakim Karier dan

Hakim Ad hoc yang diangkat

berdasarkan Undang-Undang
ini.

F.PAN

. - ] F.KB Tetap _
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F.PKS Tetap [
F.BPD ] ) - L
ﬁ_ﬂ%ﬂh—— Pasal 39
| Pada saat Undang-Undang ini
berlaku, Hakim Ad  hoc
Pengadilan kejahatan Korupsi

| yang telah diangkat sebelum
| berlakunya Undang-Undang ini
tetap bertugas sampai dengan
berakhimya masa jabatan
Hakim Ad hoc yang diangkat

berdasarkan Undang-Undang
in.
L F.PDS
197. F.PG | Penyempurnaan kalimat Fasal 40
agar lebih jelas maksud dari | (1) Dalam hal pada
| ayat ini. Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi tidak tersedia
Hakim Non Karir maka
Hakim Non Karir pada
Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana
diganti  menjadi  Ketua Korupsi  lainnya  dapat
Mahkamah Agung ditunjuk sebagai Hakim Nn
Karir pada  Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi yang
dimaksud.

] L

{2) Penunjukan Hakim Non
Karir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh Ketua

Mahkamah Agung

berdasarkan permintaan
Ketua

Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang bersangkutan.

\
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| 198. F.PG =
BAB 1X F_PDIP Fetap
KETENTUAN PENUTUP F.PD tetap
F.PPP Tetap
F.PAN
| _F.KB Tetap j N
| F.PKS Tetap
F.BPD
F.PBR
| F.PDS Tetap Tetap
199. Pasal 40 FPG B BAB IX
{1) Dengan Undang-Undang ini, KETENTUAN PENUTUP
Pengaditan Tindak  Pidana Pasal 41
Korupsi sebagaimana dimaksud (1) Untuk pertama kali,
dalam Pasal 3 dibentuk pada Pengadilan Tindak Pidana
pengadilan negeri di setiap Korupsi sebagaimana
ibukota provinsi. dimaksud dalam Pasal 3
dibentuk pada pengadilan
negeri di ibukota provinsi\
dengan Peraturan | :
Presiden. ‘ !
F.PRIP Tetap
F.PD letap
F.PPP Tetap
F.PAN
F.KB Dihapus
[ F.PKS Dihapus Sudah diatur pada pasal
sebelumnya
’ F.BPD
|
F.PBR Pasal 40 ]
(1) Dengan Undang-
| Undang ini, Pengadilan i
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sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi daerah hukum
provinsi yang bersangkutan

T kejahatan Korupsi
sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 dibeatuk+——
pada pengadilan negeri di
setiap ibukota provinsi.
| F.PDS B _
(2) Daerah hukum  Pengadilan| F.PG (3) Daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana  Korupsi
sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud |
ayat (1) meliputi daerah hukum pada ayat (1) meliputi
provinsi yang bersangkutan. daerah hukum provinsi yang
bersangkutan. {
F.PDIP Tetap
F.PD tetap B
F.PPP |
F.PAN
F.KB Dihapus
F.PKS Dihapus Sudah diatur pada pasal
| sebelumnya
|_F.BPD -
r F.PBR Daerah hukum  Pengadilan
kejahatan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang
daerah hukumnya  mefiputi
daerah hukum  Pengadilan

Negeri yang bersangkutan.

F.PDS
201. | (3) Khusus untuk Daerah Khusus| F.PG Tidak ada perubahan (3) Khusus untuk Daerah
lbukota Jakarla pada setiap Khusus Ibukota Jakarta
kotamadya dibentuk Pengadilan pada setiap kotamadya

dibentuk Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang daerah
hukumnya meliputi daerah
hukum pengadilan negen
yang bersangkutan.
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L
F.PDIP

Tetap

F.PD

tetap

F.PPP

Tetap

"F PAN

]

F.KB

Dihapus

F.PKS

Dihapus

—

. sebelumnya

Sudah diatur pada pasal

—_ — — —

F.BPD

Hanya 1 klausula tanpa

diperinci menjadi beberapa
~ayat

|

Pasal 40 .
Khusus untuk Daerah Khusus
lbukota Jakarta pada setiap
kotamadya dibentuk
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang daerah hukumnya
meliputi daerah hukum
Pengadilan Negeri yang
bersangkutan

F.PBR

Khusus untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta pada setiap
kotamadya dibentuk
Pengadilan kejahatan Korupsi
yang daerah hukumnya melipuli
daerah  hukum  Pengadian
Negeri yang bersangkutan

F.PDS

202,

i

!

F.KB

Penambahan ayat.

(1) Dengan undang-undang
ini, untuk pertama kali
dibentuk Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Medan,, Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri
Surabaya, Pengadilan
Negeri Balikpapan dan
Pengadilan

Sat Pangoe Bgnaadian Tigkor 9 )i 2008

Nege ri ) ]
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Makassar. o

Penambahan ayat.

(2) Daerah hukum Pengadilan

Tin

pada Pengadilan Negeri
Medan meliputi wilayah
Provinsi: Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatra
Utara, Riau, Kepulauan
Riau, Jambi dan Sumatra \
Barat. |

Penambahan ayat.

(3) Daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat meliputi
wilayah Provinsi: DKl
Jakarta, Jawa Barat,

Banten, Kepulauan
Bangka Belitung,
Bengkulu, Sumatra

Selatan dan Lampung.

203. F.KB
\ 204. F.KB
205. F.KB
|
' 206. F.KB

|
|
|
L

Penambahan ayat.

(4) Daerah hukum Pengadilan |

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Surabaya meliputi l
wilayah Provinsi: Jawa
Timur, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Bali, NTE dan
NTT.

Penambahan ayat.

{5) Daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri

Balikpapan meliputi
wilayah Provinsi:
Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah dan
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207. FKB | Penambahan ayat. (6) Daerah hukum Pengadilan
i idana Korupsi |
______———————H———_———ﬁ_é pada Pengadilan Negeri
Makassar meliputi
wilayah Provinsi:
Sutawesi Seiatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo,

Sulawesi Barat, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan
Papua Barat.

Kalimantan Barat. - ]

208. Pasal 41 FPG Pasal 42
(1) Pembentukan Pengaditan Pembentukan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi selain Tindak Pidana Korupsi selain
sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud datam
Pasal 40 dilakukan secara Pasal 41 dilakukan secara
bertehap dengan Peraturan bertahap dengan Peraturan
Presiden. Presiden.
F.PDIP Tetap ]
F.PD tetap
F.PPP Tetap
 F.PAN 3
F.KB Tetap |
F.PKS dirubah Pasal 41

(N Dengan undang-
uandang ini, maka
pemerintah harus
membentuk Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan
Negeri Medan,
Pengadilan Negeri

; Makasar, Pengadilan
” [ Negeri Balikpapan,
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Pengadilan negeri
selain * )
Pengadilan Tindak
pidana Korupsi Pada |
Fengadilan Negeri

Jakarta Pusat, paling
lambat 1 (satu) tahun
sejak  undang-undang
ini disahkan

Pasal 41

(1) Pembentukan
Pengadilan kejahatan
Korupsi selain
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dilakukan
secara bertahap dengan
Peraturan Presiden.

|

l
i

F.PDS

Tetap

Tetap

209,

FPKS

Penambahan ayat

(2) Pembentukan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi
selain sebagaimana
dimaksud pada ayat {1)
dilakukan secara
bertahap dengan
Keputusan Presiden

210.

F.PKS

Penambahan ayat

(3) Daerah hukum Pengadian

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Medan meliputt wilayah
Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam,  Sumatra
Utara, Riau, Kepulauan
Riau, Jambi, dan
Sumatera Barat

Sel Pansus Pengaditan Tipikor 2 Juni 2009
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211,

212,

F PKS

- FPKS

Penambahan ayat
R

(4) Daerah hukum Pengadiian

Pengaditan Negeri Makasar
meliputi  wilayah Provinsi
Sulawesi selatan, Sulawesi

Utara, Sulawesi Tengah, !

Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku, Maluku Utara,
Papua dan Papua Barat

Penambahan ayat

213,

FPKS |

Penambahan ayat

{5) Daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Balikpapan meliputi
wiltayah Provinsi
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah

(6) Daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengaditan Negeri
Surabaya meliputi
wilayah Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah,
Dearah Istimewa
Yogyakarta, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur

214.

Prnzus Pongadiian Tipain § duni 2009

[l

F.PKS

Penambahan ayat

(7) Daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat meluputi
wilayah Provinsi
Bengkulu, Lampung,
Sumatera Selatan, DKI
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Jakarta, Jawa Barat

215. [ (2)

Pidana Korupsi sebagai | FRBHIP
e — I sud pada ayat (1) tidak{ F.pD

—

Dalam hal Pengadilan Tindak

tersedia Hakim Ad hoc yang
mempunyal  keahlian  yang
diperlukan dalam pemeriksaan

perkara, maka Ketua
Pengadilan Negeri dapat
meminta Hakim Ad hoc pada
Ketua  Pengadilan  Negeri
lainnya dalam daerah hukum
Pengadilan Tingg yang
bersangkutan.

T EPG

—_—  feap

F_PPP

Tetap

[ |

‘ F.PAN

F KB

F.PKS

Dirubah

F.8PD

(8)

(7) Dalam hal Pengadilan |
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak
tersedia Hakim Ad hoc
yang diperlukan dalam
pemeriksaan perkara,
maka Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan
dapat meminta Hakim Ad
hoc pada Pengadilan
Negeri lainnya kepada
Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal Pengadilan
Tindak Pidana ¥Korupsi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak
tersedia Hakm Ad hoc
yang mempunyai keahlian
yang diperiukan dalam
pemeriksaan perkara,
maka Ketua Pengadilan
Negeri dapat meminta
Hakim Ad hoc pada Ketua
Mahkamah Agung

Agar mempercepat proses
pengadaan hakim ad hoc

F.PBR

Sei Pansus Pengadilan Tipikor 8 Juni 2009
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'5

R

1ayat (1) tidak tersedia Hakim e

empunyat
keahitan yang diperiukan dalam
pemeriksaan perkara, maka
Ketua Pengadiian Negeri dapat
meminta Hakim Ad hoc pada
Ketua  Pengadilan  Negeri

lainnya dalam daerah hukum
| Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan.
F.PDS Tetap Tetap
216." Pasal 42 F.PG Pasal 43
| Pada saat Undang-Undang im mulai Pada saat Undang-Undang
beriaku, ketentuan Pasal 53 sampai ini mulai berlaku, ketentuan
dengan Pasal 62 dari Bab Vit Pasal 53 sampai dengan
mengenai Pemeriksaan di Sidang Pasal 62 dari Bab VI
Pengadilan yang diatur  dalam mengenal  Pemertksaan  di
Undang-Undang Nomor 30 Tahun Sidang Pengadilan yang
2002 tentang Komisi Pemberantasan %!;t_;!grdata:ana U{.‘gﬁsg'ungggg
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran tentang Komisi
Negara Republik Indonesia Tahun Pemberantasan
Lembaran Negara Repubtik indonesia (Lembaran Negara Republik
Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan Indonesia Tahun 2002 Nomor !
tidak beriaku. 137. Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4250) dicabut dan
1 dinyatakan tidak beriaku.
| F.POIP Jetap |
FPD | tetap |
F.PPP Telap
F.PAN L ]
" FKB Tetap ]
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Set. Pransps Pengadilan Ypiker S Jum 2008

] S T E.PKS Tetaam . I )
__ - ;%/E7_==::1__~_ -
|
I I 0 T
] o F.PDS Telap Tetap }
217. Pasal 43 FPG Pasal 44 | o
Undang-Undang mi mulai bedaku Undang-Undang int  mulai
pada tanggal diundangkan. berlaku pada {anggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Agar setiap orang
Undang-Undang ini dengan mengetahuinya,
penempatannya dalam Lembaran memerintahkan pengundangan
Negara Republik Indonesia. Undang-Undang int  dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
'ndonesia.
F.PDIP Teta
|_F.PD tetag_ . # -
5 . F.PPP Tetap B L L o
F.PAN Tetap _
F.KB Undang-Undang ini mulai
berlaku paling lambat tanggal |
19 Desember 2009. Agar
setiap orang mengetahuinya,
. memerintahkan
' pengundangan Undang-
Undang ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
| o Indonesia. B L
FPKS | Tetap ]
. F.BPD B
| F.PBR | .
F.POS Tetap Tetap |
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(218, Disah di jakarta 1 FPG Disahkan di Jakarta L:
padatanggal ................ | padatanggal— ———
PRESIDEN REPUBLIK ‘——/)—/_/" PRESIDEN REPUBLIK
| ———INDONESIA, | INDONESIA,
SUSILO BAMBANG SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO YUDHOYONO
-
F.PDIP Tetap _
FPD [ tetap [
| i F.PPP Tetap
F.PAN Tetap
F.KB __ Tetap .
F.PKS Tetap o
F.BPD
F.PBR B
'. F.PDS Tetap Tetap
219. | Diundangkan di Jakarta F.PG ﬂ Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ................. padatanggal ................
MENTER! HUKUM DAN HAK SASI MENTER! HUKUM DAN HAK
MANUSIA SAS! MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA ANDI MATTALATTA *
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
| TAHUN ... NOMOR ...
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK | F-PDIP Tetap
INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... F.PD tetap
F.PPP Tetap
| F.PAN Tetap
| FxB TETAP
L —
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] [ F.PKS Tetap
\ ) F.BPD —
. F.PBR
| F.PDS e Tetap Tetap
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